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ABSTRAK
Dalam rangka menciptakan birokrasi yang sehat serta guna memberikan
pelayanan kepada masyarakat (civil society), pemerintah melakukan tahapan dan
strategi dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang secara
benar (good governance) dan bersih (clean governance) termasuk di dalamnya
penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur dasar antara lain
profesionalisme dari para pelaku dan penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini
aparatur sebagai aktor yang dipilih untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, harus melalui tahapan persiapan dan pelatihan, sebagai dasar
meningkatkan kualitas sumber daya dan peningkatan kinerja sumber daya
manusia (SDM). Salah satu aspek (indikator) keberhasilan suatu organisasi
pemerintah yakni kelancaran pelayanan di sektor publik.yang hingga  saat ini
belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan minimnya
kurangnya rasa tanggung jawab pada tugas dan pekerjaannya. Oleh karenanya
diperlukan sumber daya manusia yang bermoral baik, disiplin, loyal dan produktif
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.
Kata Kunci: Manajemen Strategi; Aparatur Negara; Profesional.
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PENDAHULUAN
Perubahan yang telah dan akan terjadi di Indonesia, memaksa Indonesia
harus berbenah dan memacu kreatifitas untuk bersaing menjadi bangsa yang maju
dan sejajar dengan negara maju lainnya dan tidak menjadi penonton yang pasif.
Untuk itu kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan, salah satunya
pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Sumber daya
manusia yang dimaksud yakni aparatur negara. Aparatur negara adalah
keselurahan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi
aparatur negara dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,
bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pembangunan serta
senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai, dan cita-cita
perjuangan bangsa. Aparatur negara merupakan pilar dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good governace) dan bersih (clean governance)
bersama dengan dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil
society).
Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat wajib memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat tanpa melihat starta yang ada dalam
masyarakat. Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil dari
kompleksitas permasalahan yang ada ditubuh birokarsi/pemerintah. Berbagai
kendala dalam pelayanan kepada masyarakat disebabkan minimnya pengelolaan
aparatur di pusat maupun di daerah yang memunculkan pertanyaan tentang apa
yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme
aparatur negara. Berbagai efek negative dari pelaksanaan desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam bidang kepegawaian jika tidak
direspon dapat menimbulkan masalah yang semakin rumit dalam pengelolaan
aparatur negara. Kemandekan mobilitas aparatur, politisasi dan komodifikasi
jabatan birokrasi, dan framentasi aparatur berbasis spasial dan primordial menjadi
tantangan utama yang harus dijawab oleh pemerintah dalam mewujudkan aparatur
negara yang professional.
Langkah perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah yakni menerapkan
sistem rekrutmen dan penempatan aparatur dalam jabatan publik yang berbasis
merit, terbuka, berwawasan kebangsaan, dan bersifat inklusif. Pemerintah juga
perlu mengembangkan manajemen kinerja yang efektif dengan memperjelas
pembagian urusan, pengukuran kinerja, dan member insentif berbasis pada
capaian kinerja. Agar perbaaikan manajemen kinerja dapat berjalan dan
berkelanjutan maka pemerintah perlu menginternalisasikan budaya kerja yang
produktif. Dengan cara tersebut diharapkan pemerintah dapat membentuk aparatur
negara yang professional.
PEMBAHASAN
Konsep manajemen strategi
Gregory G Dees (Djaslim Saladin, 2003) mengemukakan bahwa
manajemen strategi adalah kombinasi dari tiga kegiatan strategi, perumusan,
strategi dan strategi implementasi, sedangkan menurut Robinson (1977)
manajemen strategi adalah seperangkat startegi dan tindakan yang menyebabkan
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perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana yang dirancang
untuk tujuan organisasi. Sementara itu Purnomo dan Zulkieflimansyah (2008)
mengatakan bahwa istilah strategi adalah berasal dari bahasa Yunani “Strategos”
yang artinya memimpin, yaitu penerapan taktik dalam berperang untuk
mengalahkan musuh dan memenangkan perang. Dengan kata lain penerapan seni
dari ilmu berperang dengan mengerahkan kekuatan militer untuk mengalahkan
musuh dan memperkecil efek kekalahan. Namun era bisnis sekarang inipengertian
startegi adalah suatu cara, taktik bagaimana memenangkan suatu pertarungan
bisnis bahkan melumpuhkan saingan-saingannya. Dilihat dari 3 (tiga) pendapat
pakar diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan penerapan
ide dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk menunjang keberhasilan kegiatan
dan kesuksesan organisasi.
Lain halnya dengan Nawawi menjelaskan bahwa manajemen strategi
merupakan perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang
berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan
sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan
prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi)
dalam usaha menghasilkan perencanaan operasional untuk menghasilkan barang
atau jasa serta pelayanan yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi
pencapaian tujuan (disebut strategi) dan berbagai sasaran (tujuan operasional)
organisasi. Pemahaman ini menjelaskan bahwa manajemen strategi merupakan
suatu sistem yang sebagai kesatuan memiliki komponen yang saling berhubungan
dan saling mempengaruhi dan bergerak bersama-sama secara serentak kearah
yang sama pula. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam
merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan
lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan
David, (2011). Manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan
organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran,
serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan
merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi
mengombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis
untuk tujuan organisasi.
Tujuan manajemen strategi
Menurut Suwandiyanto (2010) terdapat empat tujuan manajemen strategi, yaitu:
1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/organisasi. Dalam hal ini
pimpinan harus mampu menunjukkan kepada semua pihak arah dan tujuan
organisasi. Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk
pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan.
2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi harus
mempertemukan kebutuhan berbagai pihak dan masyarakat luas yang
memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya suatu organisasi.
3. Mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen
strategi memungkinkan aksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan
sehingga dapat memperluas kerangka waktu/berpikir mereka secara
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perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari
esok.
4. berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang
pimpinan bukan hanya mengkosentrasikan terhadap kemampuan atas
kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian
yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara baik dan efektif.
Tahapan dalam manajemen strategi
Fred R David (2004) mengemukakan ada 3 (tiga) tahapan dalam
manajemen strategi, yaitu: pertama, perumusan strategi meliputi kegiatan untuk
mengembangkan visi misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman
eksternal organisasi, menentukan kelemahan dan kekuatan internal organisasi,
menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi
alternative untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan.
Kedua, pelaksanaan startegi mengharuskan organisasi menetapkan sasaran
tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber
daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan. Ketiga, evaluasi strategi
tahap ini merupakan tahapan akhir dari manajemen strategi, evaluasi startegi perlu
dilakukan karena keberhasilan saat ini merupakan jaminan untuk keberhasilan hari
esok. Tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah: mengkaji ulang faktor-
faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang
diterapkan, mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif.
Manajemen sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam
organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai
visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya maka
dikelola dan diurus oleh manusia. Dengan demikian manusia merupakan faktor
yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan
mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan
organisasi tercapai maka dibutuhkan ilmu, metoda dan pendekatan pengelolaan
sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan manajemen sumber daya
manusia. Ini berarti bahwa manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian
dari ilmu manajemen (management science) yang mengacu kepada fungsi
manajemen yang dalam pelaksanaannya meliputi proses-proses perencanaan,
pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan.
Meningkatnya peranan manajemen dalam suatu organisasi mengakibatkan
bertambahnya perhatian terhadap pentingnya faktor sumber daya manusia dalam
organisasi. Perhatian organisasi yang pada mulanya ditekankan pada bidang
mekanis dan modal, kini telah mengalami perubahan. Organisasi kini memberikan
perhatian yang lebih besar terhadap masalah yang berhubungan dengan faktor
sumber daya manusia. Sumber daya manusia selalu dibutuhkan oleh setiap
organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta, berskala kecil maupun
besar. Meskipun sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang
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ada pada organisasi akan tetapi peranannya dalam pencapaian tujuan sangat besar.
Menurut Simamora (2004) Manajemen sumber daya manusia adalah
pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan
individu anggota organisasi atau kelompok pegawai. Sedangkan menurut
Mangkunegara (2007) manajemen sumber daya manusia adalah suatu
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan
terhadap pengadaan, pengembangangan, pemberian balas jasa, pengitegrasian,
pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dalam rangka untuk mencapai
tujuan organisasi.
Manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan latihan untuk
memenuhi kebutuhan pegawai atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya
manusia seperti posisi manajemen, pengadaan pegawai atau rekrutmen,
penyaringan, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja pegawai. Gary
Dessler (2010). Penjelasan di atas serta pendapat-pendapat para ahli tentang
definisi manajemen sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa manajemen
sumber saya manusia sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai
tujuan organisasi organisasi terpadu.
Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia
Gary Dessler (2010) mengklasifikasikan ruang lingkup manajemen sumber
daya manusia menjadi dua fungsi pokok. Kedua fungsi manajemen sumber daya
manusia tersebut yaitu:
1. fungsi manajerial (management function):
a. Perencanaan (Planning)
Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dan
bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Untuk seorang manajer
personalia perencanaan berarti menetapkan terlebih dahulu program
personalia yang akan membantu tujuan organisasi.
b. Pengorganisasian (Organizing)
Mengadakan pembagian tugas atau struktur hubungan antara pekerjaan
pengkelompokan tenaga kerja sehingga tercapai suatu organisasi yang
dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan
c. Pengarahan (Directing)
Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah ditetapkan, maka fungsi
ini adalah sebagai pelaksananya seperti menunjukkan dan memberitahukan
kesalahan pegawai, melatih memikirkan suatu perangsang, hadiah atau
sanksi kepada pegawai sesuai dengan prestasi kerja yang mereka raih.
d. Pengendalian (Controlling)
Tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajer untuk melakukan
pengamatan, penelitian, serta penilaian dari pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi yangs sedang atau telah berjalan untuk mencapai tujuan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.
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2. Kedua, Fungsi Operasional
a. Pengadaan (Procurement)
Merupakan usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan
menurut jumlah dan mutu atau keahlian tertentu dengan cara mencari asal
sumber tenaga kerja yang dibutuhkan, melaksanakan proses seleksi dan
memanfaatkan tenaga kerja atas prinsip penyesuaian antara kebutuhan dan
penyediaan tenaga kerja.
b. Pengembangan (Development)
Merupakan proses peningkatan kemampuan dan keterampilan, baik
kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis operasional, sebab
penarikan, seleksi dan penempatan pegawai dijalankan dengan baik belum
tentu menjamin bahwa mereka dapat menjalankan pekerjaanya di tempat
yang baru dengan sebaik mungkin. Untuk itu diperlukan pengembangan
pegawai baru dengan sebaik mungkin. Untuk itu diperlukan
pengembangan pegawai baru dengan tujuan untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan kemapuannya. Biasanya ini dilakukan
melalui program pendidikan dan pelatihan pegawai.
c. Kompensasi (Compensation)
Kompensasi ini diartikan dengan pemberian imbalan atau pengahargaan
yang adil dan layak dari pihak organisasi terhadap para pegawainya atas
prestasi yang telah diberikan oleh pegawai. Kompensasi ini dapat berupa
upah, gaji, insentif, tunjangan-tunjangan, sarana-sarana lain yang dapat
memberikan kepuasan kepada pegawai.
d. Integrasi (Integration)
Usaha mempengaruhi para pegawai sedemikian rupa sehingga segala
tindakan-tindakan mereka dapat diarahkan pada tujuan yang
menguntungkan organisasi, pekerjaan dan rekan sekerja.
e. Pemeliharaan (Maintenance)
Fungsi ini mempermasalahkan bagaimana memelihara para pegawai
sehingga nyaman dan mampu bekerja dengan baik di organisasi.
Pemeliharaan pegawai yang baik akan memberikan hal yang baik, salah
satunya adalah tingkat perputaran tenaga kerja yang rendah. Dua hal ini
yang perlu diperhatikan organisasi dalam pemeliharaan pegawai adalah
pemeliharaan kondisi fisik dan sikap pegawai.
f. Pemutusan (Separation)
Merupakan kegiatan organisasi untuk mengembalikan tenaga kerja
kedalam masyarakat setelah membaktikan tenaganya dalam organisasi
diantaranya dengan: pemensiunan, pemberhentian sementara,
pemberhentian dengan hormat, pemecatan, penggantian tenaga kerja.
Biasanya pemutusan hubungan kerja ini terjadi karena lanjut usia atau
sudah melampaui batas kerja yang diizinkan oleh organisasi, organisasi
sudah tidak memerlukan pegawai itu lagi, organisasi sudah tidak puas
dengan prestasi kerja, atau pegawai mengajukan permohonan pengunduran
diri.
Pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen personalia tersebut diarahkan
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pada optimalisasi dalam suatu organisasi yang dapat menciptakan kondisi yang
dapat mendorong setiap karyawan untuk memberikan sumbangan yang berguna
bagi kemajuan organisasi tersebut
Aparatur negara
Aparatur merupakan orang-orang serta lembaga yang mempunyai peranan
strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum. Aparatur adalah segala
aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau
pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun
beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi
dan kepegawaian. Soerwono Handayaningrat (1982). Pengertian lainnya
menjelaskan bahwa aparatur merupakan keseluruhan pejabat negara atau organ
pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan
dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh
negara kepadanya.
Widjaja (1995). Aparatur negara yang juga merupaka abdi negara dan
abdi masyarakat harus mampu secara efisein dan efektif melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta
senantiasa mengabdi dan setia pada kepentingan, nilai-nilai, dan cita-cita
perjuangan bangsa dan negara. Aparatur negara adalah alat kelengkapan negara
terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang
mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan. Karena aparatur
negara merupakan pelaksana dan melaksanakan roda pemerintahan, maka pada
masing-masing aparatur diberikan tugas dan hak yang telah diatur dalam Undang-
Undang. Simpulan dari berbagai pengertian diatas, bahwa aparatur negara adalah
sumber daya manusia yang bekerja pada pemerintahan atau negara untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban demi tercapainya roda pemerintahan yang
baik.
Hak dan kewajiban aparatur negara
Aparatur negara terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta
pegawai negeri sipil yang sekarang disebut aparatur sipil negara (ASN). Pegawai
ASN bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (civil society),
bertindak secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas
negara pemerintahan dan pembangunan. Pengertian wajib adalah beban untuk
memberikan sesuatu yang senantiasa dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu
dan tidak dapat dipindahtangankan ke pihak manapun yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Notonagoro. Sedangkan
kewajiban adalah sesuatu yang harus dipaksa dengan penuh rasa tanggung jawab.
Sedarmayanti (2009) hak-hak yang diterima aparatur negara adalah
sebagai berikut: Pertama, setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang
adil dan layak sesuai dengan bebab pekerjaan dan tanggung jawabnya.
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Memperoleh cuti. Kedua, gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu
memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Ketiga, memperoleh
perawatan yang tertimpa suatu kecelakaan dalam menjalankan tugas
kewajibannya, Keempat, memperoleh bagi yang menderita cacat jasmani dalam
arena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan dirinya tidak
dapat lagi bekerja pada jabatan apapun. Kelima, memperoleh uang duka apabila
ada keluarga aparatur yang meninggal. Keenam, memperoleh pension bagi yang
telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketujuh, memperoleh hak
kenaikan pangkat.
Kewajiban aparatur negara adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan
atau boleh dilakukan oleh setiap aparatur berdasarkan sesuatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban aparatur negara diatur dalam UU
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU nomor 5 tahun
2014 tentang Aparatur Sipil negara. Adapun kewajiban-kewajiban yang
berhubungan dengan tugas di dalam jabatan yaitu kewajiban terkait dengan tugas
pokok dan fungsi unit kerja masing-masing aparatur negara. Kewajiban aparatur
negara menurut Sastra Djatmika (2006) digolongkan dalam tiga bagian: Satu,
Kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dengan jabatan, Kedua, Kewajiban-
kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan,
melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai pemerintah, Ketiga,
Kewajiban-kewajiban lainnya. .
Elemen penunjang kewajiban aparatur negara dapat dijelaskan sebagai
berikut: Satu, Kesetiaan berarti tekad  dan sikap batin serta kesanggupan untuk
mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab. Kedua, Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala
peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku serta
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Ketiga,
Pengabdian (terhadapa Negara dan masyarakat) merupakan kedudukan dan peran
aparatur negara Republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan Negara
secara keseluruhan maupun dengan masyarakat secara khusus. Keempat,
Kesadaran berarti merasa tahu dan ingat (pada keadaan yang sebenarnya) atau
keadaan  ingat (tahu) akan dirinya. Kelima, Jujur berarti lurus hati, tidak curang
(lurus adalah tegak benar) terus terang (benar adanya), kejujuran adalah ketulusan
hati seseorang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak
menyalahkan wewenang yang diberikan kepadanya atau keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya apabila terdapat hal, boleh dituntut dan
dipersalahkan. Keenam, Menjunjung tinggi berarti memuliakan atau menghargai
dan menaati martabat bangsa. Ketujuh, Cermat berarti seksama, (dengan teliti),
dengan sepenuh minat (perhatian). Kedelapan, Tertib berarti menaati peraturan
dengan baik. Kesembilan, Semnagat berarti jiwa kehidupan yang mendorong
seseorang untuk bekerja keras dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas
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dalam rangka pencapaian tujuan. Kesepuluh, Rahasia berarti sesuatu yang
tersembunyi (hanya diketahui oleh seseorang atau beberapa orang saja) ataupun
sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahuinya. Kesebelas, Tugas
kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk
dilakukan terhadap bagian pekerjaan umum yang mengurus sesuatu pekerjaan
tertentu.
Profesional
Istilah profesional berasal dari kata profesi, dalam bahasa Inggris profess
yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus
secara tetap atau permanen. Kaitan profesi dan profesional terletak pada peran
individunya. Menurut Soemarno P. Wirjanto (1989) professional adalah Harus
ada ilmu yang diolah di dalamnya Harus ada kebebasan, tidak boleh ada
hubungan hirarki. Harus ada kebebasan ( hak tidak boleh dituntut ) terhadap
penentuan sikap dan perbuatan dalam menjalankan profesinya. Harus ada kode
etik dan peradilan kode etik oleh suatu Majlis Peradilan Kode Etik. Profesional
merupakan perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas
agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan
standar kerja merupakan faktor pengukuran atas bekerjanya seorang atau
kelompok orang dalam melaksanakan tugas. Soedijarto (1993).
Sedangkan menurut Prof. Soempomo Djojowadono (1987), professional
adalah Mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki sembarang
orang), Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat, Membentuk
asosiasi perwakilannya. Ada pengembangan Kode Etik yang mengarahkan
perilaku para anggotanya. Professional adalah Bekerja sepenuhnya (full time)
berbeda dengan amatir yang sambilan, Mempunyai motivasi yang
kuat.Mempunyai pengetahuan (science) dan keterampilan (skill), Membuat
keputusan atas nama klien (pemberi tugas), Berorientasi pada pelayanan (service
orientation).
Edgar Shine. Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan
jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang
dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga
merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan
hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang
yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut “profesional” dalam
bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah entitas yang didirikan
dengan sah. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga terdapat olahragawan
profesional yang merupakan kebalikan dari olahragawan amatir yang bukan
berpartisipasi dalam sebuah turnamen/kompetisi demi uang. Pegawai profesional
adalah seorang pegawai yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai juklak
(Petunjuk Pelaksanaan) dan juknis (Petunjuk Teknis) yang dibebankan kepada
dia. Sangat wajar jika dia mengerjakan tugas di luar Juklak dan Juknis dan
meminta upah atas pekerjaannya tersebut. Karena profesional adalah terkait
dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian.
Philips (1991) memberikan definisi profesional sebagai individu yang
bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan
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tersebut. Sedangkan Yuwono (2011) mengatakan bahwa profesional adalah,
Pekerja yang menjalankan profesi tersebut. Dari beberapa pernyataan diatas dapat
disimpulkan bahwa profesional itu merupakan pencapaian sukses dalam bekerja,
ditunjang dengan kemauan, ketrampilan, pengetahuan yang menghasilkan
pelayanan yang prima kepada orang lain atau masyarakat.
Adapun ciri ciri dari profesional yang diantaranya sebagaimana di bagian
bawah ini: Pertama, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Kedua,
memiliki kode etik. Ketiga, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang
tinggi. Keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Kelima, memiliki
kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Keenam, menjadi
anggota organisasi dari profesinya.
Politisi manajemen kepegawaian
Menghasilkan aparatur yang profesional dalam bidangnya sangat
diharapkan setiap organisasi, baik itu dalam skala daerah maupun pusat. Aparatur
yang ditempatkan sesuai dengan keahliannya sangatlah mendukung karier dan
kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi.
Dalam penempatan pegawai terkadang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
Promosi dan penempatan pegawai dalam jabatan tertentu cenderung menjadi
arena politisasi dan komodifikasi pascapelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Kegagalan melembagakan sistem meritokrasi manajemen kepegawain membuat
promosi dan penempatan aparatur dalam jabatan lebih banyak didasarkan atas
pertimbangan subjektif, seperti afliasi politik, kedekatan hubungan, dan
pembayaran suap. Prestasi kerja, kompetensi dan kualifikasi aparatur yang
mestinya harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam melakukan promosi
dan menempatkan aparatur dalam jabatan tertentu cenderung menjadi semakin
tergusur oleh politisasi dan komodifikasi.
Politisasi dan komodifikasi jabatan birokrasi di daerah dan pusat memiliki
implikasi yang luas bagi pengembangan profesionalisme dalam birokrasi
pemerintah. Penempatan serta promosi jabatan harus sesuai mekanisme yang
berlaku, terbuka, kompetitif dan berbasis pada meritokrasi agar menghasilkan
aparatur negara yang profesional dalam bidangnya.
Manajemen kinerja yang efektif
Peningkatan profesionalisme aparatur dapat juga didorong melalui
pengembangan sistem penilaian kinerja yang berorientasi pada hasil. Upaya
pemerintah untuk mengembangkan yang berorientasi pada hasil selama ini sulit
dilakukan karena pengukuran hasil dari aparatur secara individual, institusi, dan
tingkat/susunan pemerintahan belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah
belum memiliki instrumen untuk bisa mengukur kinerja aparatur secara
individual. Secara institusional, pengukuran kinerja juga sulit dilakukan karena
pembagian urusan pemerintah yang belum dapat dirumuskan secara jelas.
Tersedia online di http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas
Volume 5 No 01 Tahun 2016, hal 46-57
55
Copyright @ 2016, Societas, p- ISSN: 2252-603X, e-ISSN: 2354-7693
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemenyang digunakan
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasarn.
James B. Wittaker (1993). Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi
organisasi. Karenanya sudah merupakan suatu hal yang mendesak untuk
menciptakan sistem yang mampu untuk mengukur kinerja dan keberhasilan
organisasi. Untuk dapat menjawab tingkat keberhasilan organisasi, maka seluruh
aktivitas organisasi tidak semata-mata kepada input dari program organisasi tetapi
lebih ditekankan kepada output, proses, manfaat, dan dampak program organisasi.
Pengukuran kinerja untuk meningkatkan profesionalisme tidak terlepas
dari pengaruh tingkatan dan struktur organisasi. Sebagai pemakai informasi yang
dihasilkan dari pengukuran kinerja, pimpinan organisasi tingkat atas tentu berbeda
kebutuhan informasinya dibandingkan dengan pimpinan di tingkat menengah
ataupun bawah. Tingkat atas dari struktur organisasi memerlukan kualitas
informasi kinerja dengan karakteristik: Satu, informasi kinerja sifatnya lebih
merupakan satu kesatuan; Dua, data/informasi yang tidak hanya bersifat
kuantitatif, seperti: input dan output, tetapi juga bersifat kualitatif, misalnya:
informasi mengenai hasil dan dampak dari program organisasi; Tiga, informasi
kinerja yang bersifat nyata.
Manajemen kinerja untuk mengukur profesionalisme aparatur sangat
dibutuhkan setiap organisasi namun harus disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi tersebut. Casio (1992) menyarankan bahwa agar sebuah program
manajemen kinerja efektif hendaknya memeneuhi syarat-syarat berikut: Pertama,
relevan, hal-hal atau faktor-faktor yang diukur adalah yang relevan (terkait)
dengan pekerjaan, apakah itu output, proses atau input, kedua, sensitivity, system
yang digunakan harus cukup peka untuk membedakan antara karyawan yang
berprestasi dan tidak berprestasi., Ketiga, reliablility, system yang digunakan
harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolok ukur yang obyektif,
sahih, akurat, konsisten dan stabil., Keempat, acceptability, system yang
digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh karyawan yang menjadi
penilai maupun yang dinilai dan memfasilitasi komunikasi aktif dan konstruktif
antara keduanya., Kelima, practicality, semua instrument, misalnya formulir yang
digunakan, harus mudah digunakan oleh kedua belah fihak tidak rumit,
mengerikan dan berbelit-belit.
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PENUTUP
Upaya untuk membangun aparatur negara yang profesional masih
menghadapi banyak tantangan. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
tidak hanya mempercepat pembangunan daerah, tetapi juga menimbulkan banyak
problem dalam pengelolaan aparatur daerah. Rendahnya mobilitas aparatur dan
susunan pemerintahan mengakibatkan terbatasnya aspek aparatur yang memiliki
pengalaman kerja, kematangan profesional, wawasan multikultural dan wawasan
kebangsaan yang dibutuhkan dalam pengembangan kualitas kepemimpinan
aparatur negara dan kompetensinya.  Fragmentasi aparatur secara spasial yang
sering tumpah tindih dengan etnisitas dan aspek-aspek primordial lainnya
cenderung tidak sehat untuk penguatan peran aparatur negara sebagai pilar NKRI.
Kecenderungan menguatnya politisasi birokrasi dan komodifikasi jabatan
politik telah menimbulkan masalah baru dalam manajemen kepegawaian.
Ketidakpastian karier dan perasaan insekuritas sering terjadi mengikuti dinamika
politik, utamanya terkait pemilukada. Potensi birokrasi dan aparaturnya sebagai
mesin pengumpul suara sering mendorong petahana dan calon KDH untuk
memanfaatkan birokrasi dan aparaturnya menjadi tim sukses. Fragmentasi
aparatur berdasarkan afiliasi politik sangat tidak sehat bagi pengembangan
profesionalisme aparatur. Kondisi ini mengganggu penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik.
Untuk dapat menjawab berbagai masalah tersebut, maka pemerintah perlu
memperbaharui praktik pengelolaan aparatur negara. Manajemen aparatur negara
perlu diawasi dan ditingkatkan, mulai dari rekrutmen pegawai sampai kepada
penempatan jabatan publik. Penempatan jabatan publik harus berbasis merit,
berkeadilan gender, berwawasan multikultural serta lebih terbuka. Sistim ini
bukan hanya mendorong penguatan profesionalisme aparatur negara tetapi juga
memperkuat peran aparatur negara sebagai pilar NKRI. Pemerintah perlu
mendorong pengembangan birokrasi aparatur negara yang berorientasi pada
kinerja.
Manajemen kinerja yang efektif perlu diterapkan untuk mempercepat
terbentuknya aparatur negara yang profesional. Salah satu faktor pendukung
manajemen kinerja, yaitu pengembangan budaya kerja yang produktif.
Pengembangan budaya kerja yang produktif ini dapat membuat perubahan-
perubahan yang dilakukan dalam manajemen kinerja menjadi lebih efektif dan
sustainable. Fungsinya untuk mendorong birokrasi pemerintah melakukan audit
budaya kerja. Pengembangan budaya kerja yang produktif dapat menjdai cara
yang efektif untuk memperkuat pembentukan aparatur negara yang profesional.
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